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PUTUSAN
No. 08 P/HUM/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji
Materiil terhadap "Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral No. 33 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008
tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh
PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam" pada tingkat
pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai

berikut dalam perkara

1. PT. GRAHA SERAYA PRATAMA berkedudukan di
Hotel Novotel, Jalan Duyung Sei Jodoh Batam
29444, Dberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
009/KHAS-SK/A-GSP/I11/2009 tertanggal 20
Maret 2009;

2. PT. CROMWMN VISTA, berkedudukan di Hotel Vista
Batam  Komplek Top View  Garden Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/KHAS-

SK/ D-CNV/II1/2009 tertanggal 20
Maret 2009;

3. PT. TIRTA UTAMA RIANI INDAH, berkedudukan di
Turi Beach Hotel, Jalan Hang Lekiu Turi
Beach Resort Hotel, Kelurahan Sambau,

Kecamatan Nongsa, Batam, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 001/TURI- PV/111/2009
tertanggal 20 Maret 2009;

4. PT. NONGSA POINT MARINA, berkedudukan di
Nongsa Point Marina, Jalan Hang Lekir,
Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/NPM-
DW/111/2009 tertanggal 20 Maret 2009;

5. BADAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN HOTEL dan
RESTORAN INDONESIA (BPC PHRI) KOTA BATAM
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berkedudukan di Jalan Raden Patah Blok A No.
5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 008/KHAS-SK/PHRI/111/2009
tertanggal 23 Maret 2009;
kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
1. Ampuan Situmeang, SH., 2. Erlis Napitupulu,
SH., 3. Muhammad Jamsik, SH., dan 4. Muchammad
Alfarisi, SH., masing- masing kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Para Advokat, beralamat
kantor di Jalan Imam Bonjol Blok J No. 5
Nagoya, Batam 29444, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

mel awan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.
18, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat- surat yang bersangkutan;
TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa  Para Pemohon  didalam surat
permohonannya tertanggal 24 Maret 2009 No. 018/KHAS-
P/HUM/I11/2009 vyang telah disempurnakan pada tanggal 7
April 2009 No. 018A/KHAS-P/HUM.Rev/  111/2009 yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl pada tanggal
27 Maret 2009 dan didaftar dibawah register No. 08
P/HUM/2009 telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil
dengan alasan- alasan yang pada pokoknya atas dalil- dalil
sebagai berikut

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Pemohon Keberatan
telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Perma No. 01 Tahun 2004,
terhadap Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

No. 33 Tahun 2008 vyang dikeluarkan pada tanggal 26
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September 2008 oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia; (selanjutnya disebut sebagai
"Permen No. 33/2008");

Bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk
selanjutnya dalam permohonan ini mohon untuk tetap
disebut sebagai Termohon atau Menteri ESDM,;

Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiil
tertanggal 24 Maret 2009 tersebut di atas, Panitera Muda
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meregister
permohonan tersebut dibawah No. 08 P/HUM/Th.2009
tertanggal 27 Maret 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan hak uji materiil
tertanggal 24 Maret 2009 tersebut diatas, Pemohon
Keberatan dengan ini hendak mengajukan penyempurnaan atas
permohonan tersebut diatas. Adapun revisi atas permohonan
hak uji materiil tertanggal 24 Maret 2009 tersebut diatas
sebagai berikut
A. DASAR-DASAR PERMOHONAN KEBERATAN UJI MATERIIL;

1. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Pemohon;

1.1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah badan hukum
privat yang berkedudukan dan mempunyai usaha di
Batam sekaligus anggota masyarakat Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau; yang berkepentingan
dengan dikeluarkannya Permen No. 33/2008, dengan
demikian Pemohon Keberatan sebagai badan hukum
privat anggota masyarakat Kota Batam berhak
untuk bertindak sebagai Pemohon Keberatan Hak
Uji Materiil sesuai dengan ketentuan Perma No.
01 Tahun 2004;

1.2. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat
yang merupakan anggota masyarakat Kota Batam
yang merupakan konsumen  listrik dari PT.
Pelayanan Listrik Nasional (selanjutnya disebut
sebagai "PELINA") Batam sehingga merupakan pihak
yang  mempunyai kepentingan langsung dengan
dikeluarkannya

Permen No. 33/2008 yang mengatur tentang tarif
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listrik yang berlaku di Kota Batam;
2. Kedudukan Permen No. 33/2008 Sebagai Peraturan

Perundang- Undangan;

2.1. Bahwa Permen No. 33/2008 merupakan
peraturan yang berlaku, mengikat dan bersifat
umum karena dampak dari diberlakukannya Permen
No. 33/2008 tersebut dirasakan oleh seluruh
masyarakat Kota Batam terutama masyarakat yang
merupakan konsumen listrik di Kota Batam. Dengan
demikian  Permen No. 33/2008 tersebut telah
menimbulkan dampak umum secara langsung terhadap
masyarakat Kota Batam;

2.2. Bahwa  meskipun keberadaan Permen No.
33/2008 tersebut tidak secara eksplisit disebut
dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan, namun berdasarkan Pasal 7
ayat (4) disebutkan bahwa : jenis peraturan
perundang- undangan selain disebut dalam ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyali kekuatan
untuk  mengikat sepanjang diperintahkan oleh
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Dalam hal ini Permen No. 33/2008 dimaksudkan
oleh pembentuknya yaitu Termohon sebagai
peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun
1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang- Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
sebagaimana telah dua Kkali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006
Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1990 tanggal 25
Mei 1990 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga
Listrik yang Disediakan oleh Pemegang lzin Usaha
Ketenagalistrikan dan Keputusan Presiden No.
187/M  Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Keputusan Presiden No. 77/P Tahun 2007
tanggal 28  Agustus 2007. Dengan  demikian
ditinjau dari maksud dan hakekatnya; Permen No.
33/2008 merupakan salah satu bentuk peraturan
perundang- undangan yang bersifat mengikat,
berlaku, dan berdampak umum;

2.3. Bahwa menurut F.R. Bohtling, ketentuan
"berlaku umum" mengandung berbagai konsekuensi,
yakni
a. "umum" itu dapat berhubungan dengan Ilingkup

ruang berlakunya (ruimtelijk geldingsgebied)
dalam arti berlaku dimana- mana;

b. "umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup
waktu (tijdsgebied) dalam arti berlaku terus
menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan
mengubah atau menariknya;

c. "umum" ini  berhubungan dengan subyek hukum
yang terkena norma hukum tersebut, vyakni tidak
boleh bersifat individual, ..... berlaku untuk
semua;

d. "umum" ini akhirnya berhubungan dengan fakta
hukum (rechtsfeit) dari hukum tersebut harus
merupakan fakta yang selalu dan dimana- mana
dapat terulang (A. Hamid SA dalam Padmowahjono

1985 : 153 Masalah Ketatanegaraan Indonesia
Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta);

Permen No. 33/2008 telah memenuhi kriteria yang

disebutkan oleh F.R. Bohtling, tersebut diatas,

oleh karenanya dapat disebut sebagai peraturan
yang berlaku, mengikat dan bersifat umum;

2.4. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perma No. 01 Tahun
2004 yang dimaksud dengan peraturan perundang-
undangan adalah  kaidah  hukum tertulis yang
mengikat umum dibawah undang- undang. Dengan
demikian Permen No. 33/2008 merupakan Undang-
Undang dalam arti materiil (Wet in materiele
zin);
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2.5. Karena Permen No. 33/2008 termasuk jenis
peraturan perundang- undangan yang bersifat
mengikat, berlaku dan berdampak umum dalam arti
mengikat, diberlakukan, dan berdampak bagi
segenap warga masyarakat Kota Batam, termasuk
Pemohon Keberatan, maka :

a. Terhadap Permen No. 33/2008 tersebut dapat
dimohonkan wuji materiil ke Mahkamah Agung,
dan;

b. Pemohon Keberatan sebagai badan hukum private
dan anggota masyarakat Kota Batam, Propinsi
Kepulauan Riau, Warga Negara Indonesia yang
sah; memiliki kepentingan hukum dan kedudukan
hukum yang sah untuk mengajukan permohonan
keberatan Hak Uji Materiil terhadap berlakunya
Permen No. 33/2008;

3. Dasar Hukum Permohonan;

Adapun dasar hukum permohonan keberatan Hak Uji

Materiil dari Pemohon Keberatan adalah sebagai

berikut

3.1. Pasal 24 A ayat (1) UUD 45 "Mahkamah Agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang- undangan dibawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang";

3.2. Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang- Undang No.
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang- undang terhadap undang-undang”;

3.3. Pasal 31 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang

menguyji peraturan perundang- undangan

dibawah undang-undang terhadap undang-
Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang";

Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah
peraturan perundang- undangan atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku";

Ayat (3) Putusan mengenai tidak sahnya
peraturan perundang- undangan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (2) dapat diambil
baik berhubungan dengan pemeriksaan pada
tingkat kasasi maupun berdasarkan
permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

3.4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang menyatakan sebagai berikut
"Jenis dan hirarki peraturan perundang- undangan
adalah sebagai berikut
a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
b. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah";

3.5. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 yang menyebutkan bahwa : jenis peraturan
perundang- undangan selain disebut dalam ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyali kekuatan
untuk  mengikat sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;

3.6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Perma) No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji
Materiil ;

3.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

diatas, serta dasar- dasar hukum permohonan yang

telah pula Pemohon Keberatan paparkan, maka
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terhadap Permen No. 33/2008 vyang bertentangan
dengan peraturan diatasnya dapat diajukan
permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepada
Mahkamah Agung;

3.8. Bahwa Pengajuan permohonan keberatan Hak
Uji Materiil ini  masih dalam kurun waktu 180
hari sejak ditetapkannya Permen No. 33/2008
yaitu tanggal 26 September 2008; sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Perma No. 01
Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, sehingga
secara formal telah memenuhi syarat dan mohon
untuk diterima;

B. MATERI MUATAN, DIKTUM PERMEN NO. 33/2008 YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
LEBIH TINGGI;

4. Semangat Dan Latar Belakang Permen No. 33/2008
Bertentangan Dengan Konstitusi Negara  Republik
Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

4.1. Bahwa latar belakang keluarnya Permen No.
33/2008 adalah diawali dari adanya permohonan
kenaikan harga tarif listrik di Batam dari

PELINA  Batam. Permohonan  tersebut kemudian
ditindak- lanjuti dengan dilakukannya pembahasan
oleh Komisi 1 DPRD Kota  Batam, sampai
menghasilkan Telaahan Komisi IIl DPRD Kota Batam
No. 01/170/TK/V1/2008 tanggal 13 Juni 2008,
dimana hasil telahaan tersebut kemudian diajukan
oleh DPRD Batam sebagai bahan rekomendasi kepada

Termohon dalam menetapkan Permen No. 33/2008 dan

kemudian menjad i dasar dan semangat
dikeluarkannya Permen No. 33/2008;
4.2. Bahwa hasil telaahan Komisi [|Il DPRD Kota

Batam yang menjadi salah satu dikeluarkannya
Permen No. 33/2008, memuat hal- hal yang bersifat

diskriminatif dan bertentangan dengan Konstitusi
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Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 beserta perubahan- perubahannya
(selanjutnya disebut "UUD 45"), Undang-Undang
No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya
disebut "UU Energi") serta Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut "Uu Perlindungan
Konsumen"). Adapun muatan hasil Telahaan Komisi
Il DPRD Kota Batam yang bertentangan dengan UUD
45, Undang- Undang  Energi dan  Undang- Undang
Perlindungan Konsumen adalah antara lain
tercantum dalam angka 2 huruf [a] Bab IV tentang
kesimpulan dan saran hasil telahaan tersebut.
Angka 2 huruf [a] Bab IV tentang kesimpulan dan
saran hasil telahaan Komisi [Il DPRD Kota Batam
menyatakan bahwa :

"Untuk kelompok pelanggan perumahan 2.200 VA
atau 10 ampere kebawah tidak boleh naik baik
dari sisi tarifnya maupun biaya  bebannya.
Alasannya, pengguna listrik 2.200 VA atau 10
ampere kebawah merupakan kelompok masyarakat
menengah kebawah yang perlu tetap mendapatkan
subsidi silang dari PT. PLN Batam, karena beban
kelompok pelanggan ini masih  berat sebagai
dampak kenaikan harga BBM";

4.3. Bahwa  berdasarkan rekomendasi tersebut
diatas, maka dalam Permen No. 33/2008, akhirnya
pelanggan golongan 2.200 VA atau 10 ampere
kebawah tidak mengalami kenaikan dan subsidi
silang yang harus ditanggung PELINA Batam
sebagai rekomendasi dari Komisi [l DPRD Batam
akhirnya dibebankan kepada pelanggan lain
terutama pelanggan golongan B, yang mengalami
kenaikan untuk golongan B2 sampai dengan 40% dan
golongan B3 sampai dengan 53%;

4.4. Bahwa rekomendasi dari Komisi [I1 DPRD Kota

Batam yang kemudian diikuti oleh Termohon dalam
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menetapkan Permen No. 33/2008 jelas- jelas

bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945, yang

menyatakan bahwa :

(1) Fakir miskin dan anak- anak terlantar
dipelihara oleh negara;

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan;

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang- undang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 tersebut

diatas, jelas terlihat bahwa Negara dalam hal

ini melalui Pemerintah bertanggung jawab antara
lain untuk memelihara fakir miskin dan
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat serta menyediakan fasilitas pelayanan
umum yang layak. Salah satu bentuk jaminan
kesejahteraan dan fasilitas umum yang layak yang
harus diberikan oleh negara kepada masyarakat

termasuk pelanggan PELINA Batam golongan 2.200

VA atau 10 ampere kebawah adalah memberikan

subsidi dalam bidang energi, termasuk energi

listrik, mengingat keberadaan energi listrik
sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat;

4.5. Undang- Undang Energi sudah menetapkan bahwa
kewajiban untuk memberikan subsidi energi kepada
masyarakat adalah kewajiban negara, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Energi
yang menyatakan
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan
dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak

mampu";
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah
sangat jelas bahwa pihak yang wajib memberikan
subsidi energi kepada masyarakat Kota Batam yang
termasuk pelanggan PELINA Batam golongan 2.200
VA atau 10 ampere kebawah adalah Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, dalam hal ini subsidi harus
diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau
dan/atau Pemerintah Daerah Kota Batam, bukan
oleh PELINA Batam ataupun pelanggan PELINA Batam
golongan lainnya, terutama Pemohon Keberatan
yang merupakan pelanggan PELINA Batam golongan
B;

4.6. Bahwa rekomendasi dari Komisi [I1 DPRD Kota
Batam yang kemudian diikuti oleh Termohon dalam
menetapkan Permen No. 33/2008 juga jelas- jelas
mengabaikan fakta hukum bahwa PELINA Batam bukan

badan hukum yang menjalankan misi sosial yang

mendapatkan subsidi dari Pemerintah dalam
kegiatan usahanya sehingga tidak dapat
memberikan subsidi kepada masyarakat;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa
PELINA Batam merupakan badan hukum swasta
pemegang lzin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum (IUKU) vyang dikeluarkan oleh
Otorita Pengembangan Daerah dan Industrial Pulau
Batam No. B/01/K- OPS/IUKU/I1/2001 tertanggal 16
Februari 2001 dan telah beberapa kali mengalami
perubahan, yang dalam menjalankan kegiatan
usahanya adalah bersifat profit oriented atau

mengejar  keuntungan, sehingga tidak  mungkin

diperintahkan atau direkomendasikan serta
diwajibkan untuk memberikan subsidi silang
kepada pelanggannya sebagaimana dalam
rekomendasi dari  Komisi 111 DPRD Kota Batam
tersebut;

4.7. Bahwa tindakan Termohon menetapkan tarif

listrik Kota Batam secara diskriminatif terhadap
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pelanggan PELINA Batam, terutama golongan B,
termasuk pemohon, melalui Permen No. 33/2008
adalah juga bertentangan dengan Undang- Undang

Perlindungan Konsumen terutama Pasal 7 huruf [c]

Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal

7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen disebutkan

bahwa :

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah

a. beritikad baik dalam  melakukan kegiatan
usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Berdasarkan fakta- fakta yang ada, keluarnya

Permen No. 33/2008 telah mendorong dan

memperbolehkan PELINA Batam mengenakan kenaikan

tarif listrik yang diskriminatif terhadap
pelanggannya sehingga bertentangan dengan

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tersebut diatas. Seandainyapun "quod non" PELINA

Batam ingin tarif listrik mengalami kenaikan,

maka kenaikan tersebut harus ditanggung oleh

semua pelanggan PELINA Batam, mengingat dasar
permintaan adanya kenaikan tarif listrik adalah
adanya kenaikan bahan bakar primer vyang juga
dialami dan ditanggung oleh semua golongan
masyarakat, termasuk Pemohon dan seharusnya
besarnya kenaikan tersebut juga sesuai dengan
rekomendasi dari DPRD Batam sebesar rata- rata

11,8% bukan 40% - 53% seperti yang dialami oleh

pelanggan PELINA Batam golongan B, termasuk

Pemohon;

Sebagai akibat adanya kenaikan tarif listrik
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berdasarkan Permen No. 33/2008 vyang bersifat
diskriminatif dan tidak sesuai dengan
rekomendasi DPRD tersebut, maka telah
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Batam
termasuk Pemohon sebagai konsumen listrik PELINA
Batam, baik secara langsung maupun  tidak
langsung. Dampak langsung yang dirasakan adalah
kerugian dan menimbulkan ketidak- harmonisan
hubungan antar konsumen dan menurunnya
kepercayaan investor terhadap Batam sehingga
merupakan investasi dan pariwisata Batam,
apalagi sekarang Batam telah ditetapkan sebagai

Free Trade Zone dan sedang melaksanakan program

Visit Batam 2010;

Sebagai informasi, berikut kami sampaikan tabel
besaran kenaikan tarif listrik yang berlaku di
Kota Batam pada tahun 2005 sebelum Kkeluarnya
Permen No. 33/2008 dan tarif |listrik berdasarkan
Permen No. 33/2008 sebagai berikut

Listrik PELINA
ESDM No. 46 Tahun

Daftar Perbandingan Kenaikan Tarif
Batam Berdasarkan Peraturan Menteri

2005

dan No. 33 Tahun 2008
. . Keteranga
No. Golongan Batas Daya Biaya Pemakaian n
Tarif (Rp./kWh) .
Kenaikan
2005 | 2008 2005 \ 2008
1 S-1/TR 220 VA Sesuai TDL Pelina tldgk
Batam naik
2 | S-2/TR | 450 VA sd 900 va | Sesuai TDL Pelina tidak
Batam naik
1300 VA sd 2200 Sesuai TDL Pelina tidak
S-2/TR VA Batam naik
2201 Diatas Blok | Blok |
) VA sd 2200 VA | < 60 jam | < 60 jam
S-2/TR 200 sd 200 nyala = | nyala 10%
kVA kVA 275 303
Blok Il Blok Il
> 60 jam |> 60 jam
nyala nyala 10%
berikutny berikutny
a = 400 a = 440
3 | S-3/TM | Diatas 200 KVA Sesuai TDL Pelina tidak
Batam naik
250 VA | 250 VA . . .
4 | R-UTR |sd 450 |sd 900 Sesuai TOL Pelina tidak
VA VA
R-1/TR 900 VA 1300 VA Sesuai Blok 1| : tidak
sd 2200 TDL < 20 Kwh naik
VA Pelina = 396
Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 08 P/HUM/2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam
Blok Il :
> 20 KkwWh
sd 60 kwh
= 422
Blok
11 : >
60 kwh =
601
1300 Blok 1| :
VA sd < 20 kwh
y-LTR 2200 - = 396 ;
VA
Blok Il :
> 20 KkWh
sd 60 kwh
= 422
Blok
11 : >
60 kwh =
601
2201 > 2200
VA sd | VA sd
5 R-2/TR 6600 6600 VA 694 798 14%
VA
6 R-3/TR Diatas 6600 kVA 719 827 15%
Blok | : Blok | :
7 B-1/TR | 250 VA sd 900 vA | = 120 jam | < 120 jam 10%
nyala = | nyala =
518 570
Blok Il : Blok Il :
> 120 |an_1 > 120 |an_1 0%
nyala = | nyala =
705 705
Blok | : Blok | :
B-1/TR 1300 VA sd 2200 < 120 janj < 120 janj 24%
VA nyala = | nyala =
769 961
Blok Il : Blok Il :
> 120 |an_1 > 120 ]an_1 21%
nyala = | nyala =
870 1057
2201 Blok | : Blok |
> . .
8 B-2/TR VA sd V,A%Zsodo < 100 |an2 < 100 Janj 40%
200 200 KVA nyala = | nyala =
kVA 780 1092
Blok Il : Blok Il :
> 100 ]an_1 > 100 ]an_1 2506
nyala = | nyala =
850 1063
. Blok WBP | Blok WBP
9 B-3/TM Diatas 2200 kVA = 759 = 1167 53%
Blok LWBP | Blok LWBP
= 759 = 1061 39%
Blok I Blok | :
10 I-1/TR | 450 VA sd 900 VA | = 120 jam | < 120 jam 10%
nyala = | nyala =
757 833
Blok Il : Blok Il :
> 120 ]an_1 > 120 ]an_1 0%
nyala = | nyala =
832 832
Blok | : Blok | :
- 1/TR 1300 VA sd 14 < 120 janj < 120 janj 10%
kVA nyala = | nyala =
757 833
Blok Il : Blok 11
> 120 ]an_1 > 120 ]an_1 0%
nyala = | nyala =
832 832
Diatas 14 kVA sd Blok WBP | Blok WBP
| 1-2R 200 kVA = 794 = 983 23%
Blok LWBP | Blok LWBP 12%
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= 794 = 893
AW, > 200 | Blok LWBP | Blok LWBP
KVA'sd |= 716 < |= 895 <
12 | 1-3MM 532 5000 | 350  jam | 350  jam 25%
kVA nyala nyala
Blok LWBP | Blok LWBP
= 775 > |= 985 >
350 jam | 350 jam 21%
nyala nyala
Blok LWBP | Blok LWBP
= 775 = 985 A G
Diatas | > 5000 Blok LWBP
13 I-4/T™M | 30.000 | KVA sd 731 Z (70 < 15%
WA 30.000 350  jam
kVA nyala
Blok LWBP
= 847 >
350 jam
nyala
Blok LWBP
= 847
Diatas
14 I- 5/TT - 30.000 - 768
KVA
450 VA sd 200
15 P-1/TR VA 850 1190
. Blok WBP | Blok WBP
16 P-2/TM Diatas 200 kvA | 2700, - 1045
Blok LWBP | Blok LWBP
= 744 = 1131
17 P-3/TR - - 954 1336
Sesuai Sesuai
peraturan peraturan
M/TR, : .
18 ™, TT - - tarlf tarlf
multiguna multiguna
= 1744 = 1800
4.8. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka
semangat dan dasar dikeluarkannya Permen No.
33/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-
Undang Energi karena membebankan subsidi untuk
masyarakat tidak mampu kepada PELINA Batam dan
pelanggan PELINA Batam lainnya yang jelas- jelas
bukan kewajiban mereka, akan tetapi kewajiban
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai UUD
1945 dan Undang-Undang Energi. Permen  No.
33/2008 juga bertentangan dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, karena mendorong dan
memperbolehkan PELINA Batam untuk memperlakukan
konsumennya secara diskriminatif, sehingga
menimbulkan kerugian dan tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Oleh  karena itu Permen No. 33/2008 harus
dinyatakan batal;
5. Dalil- Dalil Berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan;
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5.1. Bahwa materi  muatan Permen No. 33/2008
bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan khususnya Pasal 5 b Undang-Undang No.
10 Tahun 2004, dimana suatu peraturan perundang-
undangan tidak dibenarkan melanggar "kelembagaan
atau organ pembentukan vyang tepat", sehingga
bernilai batal;

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa PELINA
Batam merupakan suatu badan hukum pemegang izin
usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum
dan dalam menyediakan listrik tidak tersambung
ke jaringan transmisi listrik nasional, sehingga
harga jual listrik yang disediakan oleh PELINA
Batam seharusnya ditetapkan oleh Walikota Batam,
sesuai  ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989
tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Listrik (PP
No. 3/2005);

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 3 PP No.
3/2005 dinyatakan bahwa "Harga jual tenaga
listrik untuk konsumen vyang disediakan oleh
pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk
kepentingan umum ditetapkan oleh
Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4";
Dimana Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa "izin
usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
dikeluarkan oleh :"

a. Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga
listrik baik sarana maupun energi listriknya
berada dalam daerahnya masing- masing yang
tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi
Nasional;

b. Gubernur, untuk usaha  penyediaan tenaga
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listrik lintas kabupaten atau kota baik sarana
maupun energi listriknya yang tidak terhubung
kedalam Jaringan Transmisi Nasional;

c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik
lintas provinsi baik sarana maupun energi
listriknya yang tidak terhubung kedalam
Jaringan Transmisi Nasional atau usaha
penyediaan tenaga listrik yang terhubung
kedalam Jaringan Transmisi Nasional;

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di

atas, harga jual tenaga Isitrik yang disediakan

oleh PELINA Batam seharusnya ditentukan oleh

Walikota Batam bukan oleh Termohon;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permen

No. 33/2008 yang dibuat oleh Termohon

bertentangan dengan asas "kelembagaan atau organ

pembentukan yang tepat", sebagaimana dimaksud

Pasal 5 b Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,

karena dibentuk oleh organ atau lembaga yang

tidak tepat;

5.2. Bahwa materi muatan Permen No. 33/2008
bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf [g] dan
huruf [h] yaitu "asas keadilan" dan "asas
kesamaan dalam hukum dan pemerintahan" sehingga
bernilai batal;

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf [g] dan huruf

[h] Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan

bahwa "yang dimaksud dengan "asas keadilan"

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga negara

tanpa kecuali", sedang vyang dimaksud dengan

"asas kesamaan  kedudukan dalam  hukum dan

pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi
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hal- hal yang bersifat membedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial";
Berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat
bahwa setiap peraturan yang mempunyai muatan
diskriminatif dan pembedaan perlakuan terhadap
masyarakat adalah bertentangan dengan ketentuan
Pasal 6 ayat 1 huruf [g] dan [h] Undang-Undang
No. 10 Tahun 2004 tersebut di atas;
Seperti  yang telah kami uraikan pada angka 4
tersebut di atas, Permen No. 33/2008 dibentuk
berdasarkan rekomendasi dari  Komisi 1l DPRD
Kota Batam yang mengandung unsur diskriminatif
dan pembedaan antar golongan. Dimana kenaikan
tarif pelanggan PELINA Batam Golongan B
dibedakan dengan pelanggan golongan lain, bahkan
pelanggan golongan rumah tangga 2.200 VA atau 10
ampere kebawah tidak boleh ada kenaikan dan
harus ada subsidi dari PELINA Batam;
Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di
atas, Permen No. 33/2008 yang dibuat oleh
Termohon bertentangan dengan asas "keadilan" dan
"asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan”,
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf [g]
dan huruf [h] Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,
karena mengandung unsur diskriminatif dan adanya
perbedaan perlakuan terhadap golongan pelanggan
tertentu;
Perlakuan diskriminatif adanya perbedaan
perlakuan vyang dialami oleh Pemohon sebagai
pelanggan PELINA Batam sebagai akibat dari
keluarnya Permen No. 33/2008 tersebut juga
bertentangan dengan Pasal 7 huruf [c] Undang-
Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah
kami uraikan pada angka 4.7. di atas;

6. Permen No. 33/2008 Tidak Sesuai Antara Bentuk Dan

Isinya Atau Cacat Secara Formal;
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6.1. Dilihat dari isi yang ada didalamnya Permen
No. 33/2008 berisi penetapan- penetapan
(beschiking) tentang harga jual |listrik yang

disediakan oleh PELINA Batam untuk wilayah
Batam, sebagaimana dalam Lampiran 2 Permen No.
33/2008 tersebut, bukan berisi pengaturan cara
menetapkan tarif listrik yang disediakan oleh
PELINA Batam (regeling);

6.2. Bahwa produk peraturan yang berisi
penetapan terhadap sesuatu harus berbentuk surat
keputusan bukan sebuah peraturan. Oleh karena
itu seharusnya Permen No. 33/2008 berbentuk
Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral bukan berbentuk Peraturan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral;

6.3. Dengan demikian secara formal Permen No.
33/2008 cacat dalam bentuknya, karena tidak ada
kesesuaian antara bentuk formal dengan materi
muatan yang digariskannya sendiri, sehingga
harus dinyatakan batal;

C. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka Pemohon

Keberatan mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia untuk

melakukan uji materiil atas Permen No. 33/2008 yang

ditetapkan oleh Termohon dan untuk selanjutnya untuk
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Hak
Uji Materiil ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral No. 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga
Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Pelayanan Listrik
Nasional Batam tidak sah dan tidak berlaku untuk
umum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;

3. Membatalkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral No. 33 Tahun 2008;

4. Memerintahkan Termohon atau Menteri ESDM untuk
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mencabut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral No. 33 Tahun 2008 paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sejak dijatuhkannya putusan ini, dan
apabila batas waktu 90 (sembilan  puluh) hari
terlampaui dan belum dicabut maka Peraturan Menteri
Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2008
tidak berlaku demi hukum;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini  menurut hukum;

Atau

- Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan- alasan

permohonan yang diajukan ini, Para Pemohon mengajukan

bukti- buktinya sebagali berikut

1. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 33 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008
tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh

PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam, beserta

- Lampiran | . Golongan Tarif Listrik Batam;
- Lampiran Il : Tarif Listrik Batam (TLB);
- Lampiran 111 : Pedoman Penyesuaian Tarif Listrik

Berkala PT. Pelayanan Listrik Nasional
Batam;
(Bukti P.1);

2. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 15
Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 tentang
Ketenagalistrikan beserta Penjelasannya (Bukti P.2);

3. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun
1999 tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, beserta Penjelasannya (Bukti P.3);

4. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia No. 10
Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan, beserta Penjelasan dan
Lampiran (Bukti P.4);

5. - Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 3 Tahun 2005 tanggal 16 Januari 2005 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Bukti P.5);

- Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 10 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, beserta
Penjelasannya (Bukti P.5);

- Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 26 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik, beserta Penjelasannya (Bukti P.5);

- Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
21 Tahun 1990 tanggal 15 Mei 1990 tentang Penetapan
Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (Bukti P.5);

6. Foto copy Surat Telaahan Komisi [l DPRD Kota Batam

No. 01/170/TK/V1/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang

Kenaikan Tarif PT. PLN Batam (Bukti P.6);

7. - Foto copy Surat Kabar Tribun Batam tanggal 5
Desember 2008 tentang Surat Terbuka No. 09/K/KDN-
BTM/XI1/2008 (Bukti P.7);

- Foto copy Surat Kamar Dagang dan Industri Kota Batam
No. 112.02/K/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang
Keberatan Atas Keputusan Harga Jual Tenaga Listrik
PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam Berdasarkan
Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2008 (Bukti P.7);
Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberitahukan

akan adanya permohonan keberatan tersebut pada tanggal 24

Maret 2009 akan tetapi sampai dengan batas waktu 14

(empat belas) hari yang diberikan sesuai ketentuan Pasal

3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004,

Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas

permohonan keberatan a quo;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para

Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang
substansi permohonan keberatan vyang diajukan, maka
terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan
keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal,
yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal-
standing) pada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan
serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Pasal 2
ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Para
Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap
obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena
itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kualitas atau
standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in
casu (vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam
tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
ditetapkan peraturan perundang- undangan yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa peraturan vyang diajukan obyek
permohonan keberatan vyaitu Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2008 tanggal 26
September 2008 dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada
tanggal 1 Oktober 2008 (vide bukti P-1) sedangkan
permohonan keberatan diajukan pada tanggal 24 Maret 2009,
dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan dalam
tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai
ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji
Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (bukti  P-1)
diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kualitas (legal

standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang
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ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan
prosedural dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan
mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan
Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2008 tanggal
26 September 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang
Disediakan Oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam
adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam hal ini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menentukan
harga jual listrik oleh PELINA Batam, oleh karenanya
bukan merupakan peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 1
ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004
(bukan objek HUM), maka permohonan Para Pemohon Hak Uji
Materii beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan
Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat
diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para
Pemohon;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 4
Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan
Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung
Rl No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADI LI

Menyatakan permohonan Hak Uji Materiil dari Para
Pemohon : 1. PT. GRAHA SERAYA PRATAMA 2. PT. CROWN
VISTA, 3. PT. TIRTA UTAMA RIANI INDAH, 4. PT. NONGSA
POINT MARINA, dan 5. BADAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN
HOTEL dan RESTORAN INDONESIA (BPC PHRI) KOTA BATAM
tersebut tidak dapat diterima;

Menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada
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Para Pemohon vyang ditetapkan sebesar
(satu juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapa

Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 1.000.000,-

t permusyawaratan
18 Juni 2009 oleh

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. dan Marina
Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

dan diucapkan dalam sidang

itu juga, oleh Ketua Majelis

dibantu Handri

tidak

tersebut dan oleh

Panitera  Pengganti, dengan

pihak;

Hakim- Hakim

Ket ua
ttd./Widayatno
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja,
hardjono,SH.,M.Sc.
ttd./Marina Sidabutar, SH.,

SH.

MH.

Panitera Pengganti

ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya- biaya perkara
1. Meterai
6.000, -
2. Redaksi
1.000,-
3. Administrasi

HUM...........

Jumlah

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.1.
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terbuka untuk umum pada hari
beserta Hakim-Hakim Anggota
Anik

dihadiri

Effendi, SH.

oleh para

Anggota

Sastro-

Rp.
993.000,- +

Rp. 1.000.000,-
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a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754
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